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WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 74 TAHUN 2007
TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
WALIKOTA PALEMBANG,

. bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 84 Peraturan Daerah Kota

Palembang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Administrasi
Kependudukan dan Catatan Sipil, yang telah diundangkan tanggal 4
Juli 2007 dalam Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007
Nomor 15, perlu menetapkan peraturan pelaksanaannya;

. bahwa berdasarkan perdimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,

periu  menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang
Felaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun
2007 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat Il dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI
Tahun 1859 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor

1821);

. Undang-Undang MNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

(Lembaran Negara Rl Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran
MNegara Rl Nomor 3019);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1881 tentang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Rl Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 3208);

. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang HKeimigrasian

(Lembaran Negara Rl Tahun 1982 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 3437);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Rl Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4389);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tenlang Pemerintahan

Dasrah (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Rl Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Rl
Nomor 4548);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

Republik Indonesia (Lembaran Negara Rl Tahun 2008 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4634);

. Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan Kewarganegaraan Rl (Lembaran Negara Rl Tahun
2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4674);
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Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1874 (Lembaran Negara Rl Tahun
1875 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3050);
Peraturan Pemerintah Nomeor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Rl Tahun 1883 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomaor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan
Sebagian Urusan Pemerintah dibidang Penyelenggaraan Pendaftaran
Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 1998 nomor
45, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3742);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
{Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3852),

Keputusan Presiden Rl Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan
Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Rl Tahun
2004 Nomor 1189),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pendaflaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil di Daerah;

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota
Palembang Tahun 2000 Nomor 24);

Peraluran Daerah Kota Palembang Nomer 2 Tahun 2001 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struklur
Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun
2001 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang
Ketentraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Palembang
Tahun 2002 Nomor 76);

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 18 Tahun 2004 tentang
Pedoman Pembinaan dan Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 31);
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2007 tentang
Administras | Kependudukan dan Catatab Sipil (Lembaran Daerah
Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 15 TAHUN 2007
TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDKAN DAN CATATAN SIPIL.

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun
2007 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pasal 2

Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kota Palembang dan Camat se- Kota Palembang untuk melaksanakan
Peraturan Dasrah Keota Palembang Nomeor 15 Tahun 2007 tentang
Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.



Pasal 3

Peraturan ini mulai bertaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengelahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota

Palembang.
Ditetapkan di Palembang
pada tanggal Y  Juli 2007
ALIKOTA PALEMBANG,
Diundangkan di Palembang H! EDDY SANTANA PUTRA

Pada tenggel V":}-" 200
SEXFETANIS DAERAH
KOTA PALEMBANG

Dre, He Marwan-Haaman, M. 81
BERITA DAERAH KOTA PALEMSANA
TAHUN200 3 NOMON 3y/



